KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2454 /SK/2010

TENTANG
UJIN OPERASIONAL MADRASAH (MTs)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
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pendidikan Islam.

meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga

b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut peda huruf a distas, dipandang perlu untuk
melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Nasional;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Depariemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Rl
Nomor : 45 Tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 tentang
syarat-syarst dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;.
6. MManmnﬂhhthﬂdIH-hp-Apmﬂﬁ-Nnc Dj. 11740872003 tentang

Akriditasi Madrasah,

7. nwu-DhMHhﬂn"nﬁﬁnNnNum'mﬂmwmmmuﬂnbudtzwt
tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Dircktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.V43564/2008 Tanggal 23 Desember 2008,

: Keputusan
tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG UIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .

: Memberikan persetujuan atas pendirisn Madrasah Tsamawiyah yang tercantum dalam kolom 2

lampiran keputusan ini.

: Kepada Madrassh Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam
Kmnumh:“ . ’

: Apabila penyclenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran
Keputusan ini tidak sesual dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan
disesuaikan schagaimana mestinya.

i ljin Operasional ini berlaku selama 5 whun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak
memenuhi syarat , maka ljin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih

lanjut.

: Segala sesuatu akan diubeh dan ditinjau kembali scbagaimana mestinya jika temyata dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepads Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunokan
sebagaimana mestinya.




Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.5/ 2454 / SK /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

Nama dan Alamat Madrasah Nomor Statistik Nomor Piagam
Madrasah
(NSM)
2 3 4
Nama Madrasah : MTsN Cluring 121135100005 | Kd.13.10/4/PP.00.4/2537/2010

Alamat : JI. Basuki Rahmat No,34
Desa : Cluring
Kecamatan : Cluring

Kabupaten : Banyuwangi

Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah
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fenimbang

{engingat

Memperhat{kan

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 244 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENECERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK TINDONESIA

{ bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidik-
an, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madra -
sah sebagai model, motivasi dan pembinsan Madrasah Swasta di
sekitarnya,

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional 3

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990
tencang Pendidikan Manengah ;

Keputusan Presiden Republik Tndonesia Nomor 44 tahun 1974
tentarg Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984
tenteng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen se-
bagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presi-
dan Republtk Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan dan Menter{ Dalam Negeri Nemor 6 tahun 1975,Nomor
037/U/1975 dnn Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu
Pecdidikar pada Masyarakat ;

Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 ( disempurna -
kan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Agama Jis Xeputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan
Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisa-
si1 dan Tata Keria Departemen Agama sebagail pelaksanaan -
Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;

-

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara de-

ngan surat Nomor B=1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

MEMUTUSKANR

DAN *ENEGERIAN MADRASAH

¢ KEPUTUSAN MFENTERT ACGAMA REPUBLIK IN’DONI?TA TENTANG PEMBUKAAN
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Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan 11 Keputusasn ini ;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidalyah Negerl diatur sebagaimana ditetap
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal
1 sampail dengan Pasal 9;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sehagaimana ditetap-
kan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal
1 sampai dengan Pasal 9;

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dam Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal ]
sampal dengan Pasal 9;

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Pembinaan Kélembagaan Agama Islam;

Sejak berlakunya Keputusan imi jumlah Madrasah 1btidaiyah Ne
geri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawi-
yah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah
Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dinyataksn tidak berlaku;

¢ Keputuzan I{ni mulei berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ja kar ta
Pada tanggal : 25 Oktober 1993
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Menko ¥esrap

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI}

Menteri Dalam Negeri RI:

Menteri Keuangan RI;

Komigsi TX DPR-RI:

Ditjen Anggaran Depar:emen Keuangan RT:

Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;

Para Gubernur KDH Tk. T seluruh Indonesia;

Para Xepala Piro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretarig Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungen Dep. Agama di Jakarta:

Para Kepala ¥antor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia:
Para Kepala Kantor Dep, Agama/Kodya di seluruh Indonesia;

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;

Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.

¥ang bersangkutan untuk diketahui.




